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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti 

bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin 

semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.1

Oleh karena Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap perbuatan atau tingkah

laku masyarakat Indonesia haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

ini disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana dan terhadap setiap pelaku kejahatan

atau tindak pidana maka kepadanya wajib dijatuhi pidana sesuai dengan

perbuatannya.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah 

masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi 

juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.2 

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin

' Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm 1 
2Ibid

1



2

pesat perkembangannya. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya permasalahan 

korupsi yang muncul ke permukaan, baik yang sudah diputus oleh pengadilan 

ataupun yang masih dalam proses.

Menurut hasil Survey “Transparancy International” yang bertempat di Berlin, 

Jerman mengenai peringkat praktek korupsi negara-negara di dunia, menunjukkan 

bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang terkorup di dunia. Indikator yang 

dipakai dan diakui secara luas di tingkat internasional adalah nilai Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) yang dikeluarkan tiap tahun oleh Transparency International. Skala 

IPK adalah dari 1-10, dimana makin besar nilai IPK berarti semakin tidak korup 

suatu negara, dan sebaliknya. Berikut adalah IPK Negara Indonesia dari tahun 2004- 

2006 :4

2004 - adalah sebesar 2.0

2005 - adalah sebesar 2.2

2006 - adalah sebesar 2.4

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pemberantasan korupsi dari 

tahun-tahun tidak terlalu menunjukkan perubahan dalam mengubah IPK tersebut. 

Hal itu tidak dapat dipungkiri, bila melihat kenyataan dalam masyarakat, dimana 

seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari perbuatan korupsi. 

Mulai dari kegiatan di pemerintahan pusat sampai di pemerintahan daerah sekalipun

3 Abdullah Tulip, Sebab-sebab Korupsi, disampaikan pada Seminar Bagian Hukum Pidana, tanggal 1 
Juni 2006, Fakultas Hukum, UNSRI, Indralaya, 2006, hlm. 1 

http // : www.kpk.go.id. Perlawanan dunia Internasional Melawan Korupsi. Diakses tanccal 15 
Februari 2007.

I
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terjadi yang namanya korupsi, sehingga korupsi di negara ini sudah dianggap sebagai 

kebiasaan yang berkembang menjadi kebudayaan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya 

merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak- 

hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu 

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.5 

Akibat kerugian keuangan dan perekonomian negara akan berakibat pula terhadap 

terganggunya stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan 

moralitas dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik.

Sebagai suatu tindakan penyimpangan, maka perbuatan korupsi dapat 

diancam dengan pidana. Tindakan penyimpangan tersebut disebut juga dengan 

kejahatan, dimana kejahatan ini sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka 

yang melakukan kejahatan seharusnya diajukan ke pengadilan dan dijatuhi pidana 

yang setimpal. Demikian juga dalam teijadinya tindak pidana korupsi yang 

merugikan keuangan dan perekonomian negara, terhadapnya juga akan dikenakan 

pidana yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Sedangkan untuk gugatan 

kepada koruptor dapat dilakukan melalui jalur perdata (Pasal 32, 33 dan 34 Undang- 

Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001), jalur administrasi 

yang diatur dalam Keputusan Presiden mengenai rekanan dan jalur pidana (Undang- 

Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001).

5 Periksa Konsideran UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

I
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Mengenai penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan 

melanggar suatu ketentuan hukum pidana diatur melalui Hukum pidana 

merupakan aturan umum dalam penjatuhan pidana yaitu KUHP, sedangkan aturan 

khususnya terdapat dalam undang-undang hukum pidana khusus diluar KUHP6 

seperti Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001. 

Maksud yang dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji adalah apabila 

seseorang melanggar ketentuan hukum pidana maka terhadapnya dapat dijatuhkan 

ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Hukum Pidana khusus ini memiliki 

pengecualian atau penyimpangan dari hukum pidana umum, hal ini dikarenakan 

adanya kepentingan hukum yang dilindungi, kepentingan hukum ini meliputi : negara 

yang berhubungan dengan keamanan, masyarakat yang berhubungan dengan 

ekonomi, individu yang berhubungan dengan hak-hak hukum seseorang. Dasar 

hukum penyimpangan hukum pidana khusus dari hukum pidana umum terdapat

umum

dalam Pasal 103 KUHP.

Aturan umum dalam penjatuhan pidana yaitu pada KUHP diatur pada Pasal

10, yang terdiri atas :

1. Pidana Pokok yang terdiri dari :

a. Pidana Mati

b. Pidana Penjara

c. Pidana Kurungan

6 Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan 
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 3.
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d. Pidana Denda

e. Pidana Tutupan (Undang-Undang No. 20 tahun 1946)

2. Pidana Tambahan yang terdiri dari:

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman keputusan hakim

Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001

sebagai salah satu Undang-undang Hukum Pidana khusus disamping undang-undang 

hukum pidana khusus lainnya mengatur penjatuhan pidananya secara tersebar dalam

beberapa pasal.

Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan jahat atau kejahatan akan diakhiri 

dengan pemberian pidana, dimana pemberian pidana yang diberikan terhadap pelaku 

kejahatan atas kejahatan yang sama tidaklah sama, baik lama ataupun jumlahnya. 

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana/tindak pidana, maka 

sebelum ia dikenai sanksi pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai 

tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidananya. Pembuktian tersebut dilakukan 

untuk menentukan sejauh mana adanya kesalahan yang telah dilakukan. Apabila ia 

telah dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya maka 

terhadapnya barulah bisa ditentukan sanksi pidananya sesuai dengan kesalahan yang 

telah diperbuatnya. Hal ini mengakibatkan bahwa seseorang dapat dipidana selain 

dari kenyataaan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana, maka masih

l
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diperlukan ada tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya untuk menentukan sanksi 

pidana atau ancaman pidana terhadapnya.

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang, sering menjadi 

perdebatan dikalangan masyarakat. Seringkah tudingan bahwa adanya mafia 

peradilan yang menyebabkan berbedanya penjatuhan sanksi yang diberikan kepada 

pelaku kejahatan. Hukum di Indonesia juga tidak dengan tegas mengatur tentang 

pedoman dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melanggar peraturan 

perundang-undangan. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana terjadi perbedaan.

Sebut saja pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Suwama AF yaitu

Gubernur Nonaktif Kalimantan Timur yang hanya divonis 1 tahun 6 bulan (18 bulan)

pidana penjara. Vonis tersebut dirasakan kurang mewakili rasa keadilan karena vonis

yang diberikan terlalu ringan. Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten

Masduki mengatakan kalau pejabat tidak akan jera melakukan korupsi bila vonis 

yang dijatuhkan terlalu ringan. Kalau hukuman yang diberikan terlalu rendah dan 

benefitnya tinggi, dia menduga orang tidak akan takut korupsi lagi.7 Kalau korupsi

melibatkan pejabat atau orang yang berpengaruh, keputusan hakim hanya ada dua 

kemungkinan yaitu antara bebas atau hukumannya ringan. Atas vonis yang

dijatuhkan hakim terhadap Suwama, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan 

banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor.

7 http // : www.google.com Sinar Indonesia-Edisi Sore. Putusan Kasus Korupsi -ICW Prihatin Vonis 
Suwarna. Diakses tanggal 24 Maret 2007

i

http://www.google.com
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Pada awalnya pemidanaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana berupa 

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik tersebut, tetapi 

nestapa ini bukanlah tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat. Bila 

dilihat dalam perkembangan hukum pidana, maka pemidanaan yang diberikan kepada 

seseorang kini telah bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki diri si 

pelaku kejahatan atau tindak pidana itu sendiri, dan juga untuk menghilangkan rasa

bersalah si terpidana, dan juga untuk mengembalikan si terpidana kepada kehidupan

semula. Sebenarnya tujuan yang ingin dicapai tersebut telah baik, hanya saja cara

untuk mencapai tujuan tersebut yang sulit untuk ditemukan dan kemudian untuk

dilaksanakan.

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat extraordinary crime (kejahatan 

yang luar biasa) dan white collar crime (kejahatan kerah putih) karena korupsi itu 

dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan, 

sehingga seringkah terhadapnya sulit diberikan pembuktian bahkan sulit untuk 

dijangkau oleh hukum pidana. Kadang bila diperhatikan meskipun telah banyak 

oknum yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim, hal ini tidak memberikan efek jera 

bagi masyarakat yang lainnya.

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5

i
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Bila melihat sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, 

seringkah apa yang dijatuhkan padanya tidak mewakili rasa keadilan, atau dapat 

dikatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak rasional dan tidak ada tujuan yang jelas 

dari pemidanaan itu sendiri. Dengan demikian, maka hukum akan sulit untuk 

ditegakkan dan permasalahan korupsi juga akan semakin banyak ditemui.

Penjatuhan sanksi pidana ini, tidak terlepas dari peran hakim yang diberi 

kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Hanya saja dalam menjatuhkan pidana

tersebut hakim tidak memiliki pedoman atau pegangan, sehingga seringkah

penjatuhan pidana tersebut selalu dikaitkan masyarakat dengan kepentingan politis

semata.

Melihat hal-hal tersebutlah, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi ini

dengan judul : “ SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

(Studi Tentang Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
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B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa 

permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pemidanaan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi 

berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20

tahun 2001?

2. Bagaimana pedoman perumusan sanksi pidana dengan menggunakan batas 

khusus berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo.minimum

Undang-Undang No. 20 tahun 2001?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis dan terarah maka penulis

membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada pidana,

pemidanaan, dan tanggung jawab pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi

sebagaimana diatur dalam Undang-U ndang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang

No. 20 tahun 2001.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemidanaan yang terdapat dalam tindak pidana 

korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang 

No. 20 tahun 2001.

i
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2. Untuk mengetahui pedoman perumusan sanksi pidana dengan menggunakan 

batas minimum khusus berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo.

Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan karya ilimiah ini dapat dibagi menjadi 2 manfaat, yang

dapat dilihat:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian yang diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan

hukum pidana terutama tentang tindak pidana korupsi yang bermanfaat bagi

masyarakat dan pihak lain yang ingin melengkapi tulisannya dalam bidang yang sama

dan diharapkan dapat memberi sumbangan atau menjadi referensi bagi pihak-pihak

yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pemidanaan dalam tindak pidana korupsi 

sehingga dapat menambahi keragaman materi didalam mempelajari hukum pidana, 

khususnya mengenai sistem pemidanaan

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi kalangan 

akademisi, masyarakat umum dan pemerintah dalam upaya mengharmonisasikan 

pelaksanaan dan pengaturan masalah sistem pemidanaan, penegakan hukum, 

pertanggungjawaban pidana dengan hukum yang berlaku dewasa ini.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, dapat dilihat dari :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini bersifat 

deskriptif analitis yaitu menggambarkan dari pokok-pokok pembahasan yang didapat 

dari bahan kepustakaan dan selanjutnya dilakukan analisis dengan mempedomani 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya 

mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah

penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah

hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dengan pengkajian melalui KUHP dan

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan KUHP..

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini berasal dari data 

sekunder, yang berupa: 

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mengikat seperti Undang- 

Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang- 

Undang No. 20 tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

erat hubungannya dengan pemidanaan dan pertanggungjawaban tindak 

pidana korupsi.
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b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur 

yang erat kaitannya dengan pembahasan, Rancangan Undang-Undang, hasil 

penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum, koran, majalah, internet 

dan sumber bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan masalah 

sistem pemidanaan atau pola atau pedoman penjatuhan sanksi pidana dan 

tanggungjawab pidana tindak pidana korupsi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer maupun sekunder diantaranya dengan menggunakan

kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan 

dengan mengadakan analisa studi kepustakaan yang didapat dari bahan hukum primer 

yaitu : peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier seperti kamus hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum berupa data yang telah terkumpul, dianalisa 

kualitatif kemudian diproses, diperiksa dengan teliti dan data dihubungkan 

sistematis dengan mengunakan kata-kata untuk dapat diambil suatu kesimpulan atas 

permasalahan yang telah dikemukakan.

secara

secara
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